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“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. At-Talaq: 3) 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang 

Maha ESA, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya skripsi yang sederhana ini 

dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan 

kusayangi : 

Ayahnda dan ibunda terkasih, 

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, 

kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibunda Heppy Ariyanto dan Yosiana, 

yang telah melahirkan, merawat, dan menjagaku dengan penuh kasih sayang tulus 

hingga saat ini. Yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan dan mendukung 

usaha anak-anaknya. Sebagai bentuk hormat dan terimakasih atas segala 

pengorbanan yang telah diberikan kepadaku, izinkanlah aku untuk 

mempersembahkan hasil karya ini beserta doa yang tulus untuk kedua orang 

tuaku. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan 

mendapatkan keberkahan serta keridhaan-Nya, aamiin 

Kedua adikku yang tercinta dan tersayang 

Terimakasih kepada adik pertamaku Maulana Dwi Putera dan adik keduaku 

Ahmad Ramadhan Triadi Putera, hadirnya kalian menjadi motivasi dan alasan 

untukku menyelesaikan skripsi ini dengan bersungguh-sungguh. Semoga kita 

semua selalu rukun dan berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah SWT 

Dosen Pembimbing Skripsi 

Terimakasih kepada bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. atas 

bimbingan yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan tepat waktunya sesuai dengan harapan dan 

keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua 

 



 

ix 
 

RINGKASAN 

 

Lusiana Eka Puteri. Desember 2023. PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK SHARENTING DALAM 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi, Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. 

Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. 

Sharenting yang merupakan pola asuh orang tua untuk membagikan informasi 

mengenai anak mereka secara rinci di media sosial menjadi tren yang dilakukan 

oleh orang tua akhir-akhir ini. Kebiasaan orang tua untuk membagikan informasi 

mengenai anak mereka dalam bentuk foto atau video di media sosial justru 

menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak privasi anak, yang berakibat pada 

kejahatan di dunia maya. Contohnya seperti ancaman pedofil, eksploitasi atau 

perdagangan anak, perundungan, dan penyalahgunaan hal-hal yang menyangkut 

identitas anak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Padahal orang tua memiliki 

kewajiban untuk menjamin hak privasi anak yang menjadi bagian dari hak asasi 

manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Tetapi melihat kondisi saat ini, baik dalam Undang-Undang 

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tidak ada 

aturan mengenai penyelesaian persoalan tersebut, yang berakibat pada 

kekosongan hukum. Di Australia terdapat undang-undang yang mencakup 

berbagai skema untuk menjaga keamanan warga Australia (anak dan orang 

dewasa) di dunia maya termasuk mekanisme untuk menghapus konten yang 

sangat kasar dan berbahaya, yaitu Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety). 

Pemerintah Australia telah membentuk Kantor Komisaris eSafety yang memiliki 

salah satu kewenangan, yaitu untuk mengelola layanan pengaduan kepada anak 

Australia yang mengalami penindasan di dunia maya dengan menerima 

pengaduan yang masuk dan meminta penghapusan materi yang membuat anak 

merasa dalam bahaya. 

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (legal 

research) dengan penelitian yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk 

memperoleh saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah hukum normatif (normative law research) yang mengkaji 

hukum dengan mengonsepkannya sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan 

menjadi acuan dalam berperilaku setiap orang. Penulis menggunakan pendekatan 

penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu 

mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang 
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telah ditetapkan, dan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative 

approach) yaitu dengan menjadikan peraturan perundang-undangan atau putusan 

pengadilan negara lain sebagai bahan hukum terkait dengan isu hukum yang telah 

ditetapkan. Adapun isu hukum dalam penelitian ini, yaitu adanya Kekosongan 

Hukum (rechtsvacuum). 

Hak privasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang dalam 

pelaksanaannya harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, negara, dan pemerintah. Kemudahan dalam mengakses informasi di 

era kemajuan digital saat ini menjadi jalan munculnya problematika baru, yaitu 

kebiasaan orang tua untuk membagikan foto atau video anak mereka yang 

berisikan kegiatan keseharian atau aktivitas lainnya ke media sosial atau 

sharenting. Tetapi kebiasaan sharenting yang dilakukan oleh orang tua seringkali 

berujung pada oversharing yang mengakibatkan informasi pribadi mengenai anak 

tersebar secara luas dan rentan menjadi korban kejahatan. Sebagai negara hukum, 

Indonesia wajib untuk menjamin hak asasi dan memberikan perlindungan kepada 

warga negaranya tidak terkecuali anak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28A 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak 

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 

Saat ini Australia menjadi negara yang menduduki peringkat kelima dengan 

predikat negara siber yang paling kuat di dunia. Australia memiliki Act of 

Parliament No.76, 2021 (Online Safety) sebagai undang-undang yang ada untuk 

mengimbagi kemajuan teknologi digital serta berbagai ancaman yang terjadi di 

dunia maya atas perilaku dan konten yang berbahaya. Selain itu, undang-undang 

ini juga memiliki mekanisme pengaduan dan penghapusan materi di dunia maya 

atau media sosial ketika seorang anak pernah atau sedang mengalami kejahatan 

siber. Indonesia perlu melakukan pendekatan perbandingan hukum dengan 

Australia yang telah memiliki mekanisme tersebut, mengingat tidak adanya aturan 

yang mengatur persoalan tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum, yang 

berakibat pada ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak privasi anak di 

media sosial. Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi Convention on the 

Rights of the Child 1989, Indonesia wajib menghormati dan menjamin hak anak 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konvensi tersebut. Negara merupakan 

pemangku kewajiban hak asasi manusia yang wajib untuk menghormati (to 

respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil) hak asasi setiap 

warganya berdasarkan instrumen HAM internasional. Apabila negara tidak 

memenuhi kewajiban itu maka negara dikatakan telah melakukan pelanggaran hak 

asasi manusia, Bentuk pelanggarannya, yaitu pelanggaran akibat perbuatannya 

secara aktif (acts of commission) dan pelanggaran akibat kelalaiannya secara pasif 

(acts of omission). Dalam kondisi ini, maka negara dapat dikatakan melakukan 

pelanggaran acts of omission terhadap permasalahan yang terjadi pada anak di 

media sosial saat ini apabila tetap tidak melakukan tindak lanjut untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut. Agar negara tidak melakukan pelanggaran 

terhadap hak asasi warganya, khususnya anak Indonesia, mengingat 
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perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, seharusnya negara melakukan 

evaluasi atas kekosongan hukum tersebut dengan melakukan pendekatan 

perbandingan dengan negara Australia yang memiliki undang-undang keamanan 

online, yaitu Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety) sebagai acuan untuk 

merencanakan mekanisme keamanan online yang serupa dengan undang-undang 

tersebut.   
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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi digital saat ini mempengaruhi pola asuh orang tua 

terhadap praktik “sharenting” yang merupakan kebiasaan orang tua untuk 

membagikan postingan foto atau video anak mereka ke media sosial. Kebiasaan 

ini ternyata membawa dampak negatif atas potensi terlanggarnya hak privasi anak 

dan berakibat pada kejahatan siber, seperti kasus kejahatan pedofil, eksploitasi 

anak, perundungan, hingga penyalahgunaan foto atau video anak yang 

membahayakan. Tetapi, hingga saat ini tidak ada aturan hukum yang mampu 

menjamin perlindungan hak privasi anak di media sosial, baik Undang-Undang 

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. 

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta 

menganalisa potensi apa saja yang timbul atas praktik sharenting dan tanggung 

jawab negara dalam memastikan perlindungan terhadap privasi anak di media 

sosial, dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut dengan melakukan 

perbandingan terhadap Australia yang memiliki Act of Parliament No.76, 2021 

(Online Safety).  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang 

dilakukan penulis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan, diperoleh : 1) Praktik sharenting terhadap anak 

berpotensi terjadinya pelanggaran hak privasi anak di media sosial dan saat ini 

tidak ada peraturan yang mengatur persoalan tersebut sehingga terjadi kekosongan 

hukum. 2) Negara wajib melindungi hak privasi anak atas persoalan tersebut agar 

tidak terjadi pelanggaran acts of omission (negara bersifat pasif). Negara dapat 

mengadopsi aturan hukum Australia yang memiliki Act of Parliament No.76, 

2021 (Online Safety) yang mengatur terkait perlindungan dan mekanisme 

pelaporan apabila terjadi kejahatan di media sosial.  

Kata kunci (keyword): praktik sharenting, hak privasi anak, kewajiban negara 
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